BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian di lapangan terkait dengan fokus dan sub fokus
penelitian yakni fokus pertama bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi
parkir di kota Gorontalo di lihat dari aspek pendataan wilayah lokasi pemungutan,
tata cara pemungutan, sosialisasi serta pengawasan dan pelaporan. dapat di
simpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah di laksanakan
sesuai dengan peraturan Daerah no 12 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir
di tepi jalan umum dan sudah di jalan sesuai dengan standar operasional prosedur
Dinas Perhubungan.

Adapun hasil pada fokus pertama menunjukan bahwa dalam penerapan
kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo masih banyak di temukan ketimpangan
dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yaitu tukang perkir
tidak melakukan pemungutan sesuai dengan tata cara pemungutan serta belum
optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap
pemungutan yang dilakukan di lapangan.

Adapun fokus kedua pada penelitian ini adalah faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo
dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan disposisi implementor
sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang di

berlakukan. Namun yang masih perlu di tingkatkan dan menjadi perhatian pada
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fokus kedua yaitu disposisi implementor yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak

terkait, karena disposisi implementor merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo, adapun
sikap dari implemetor dalam melaksanakan tugas dan mentaati peraturan dapat
memberikan contoh serta terlaksanakannya suatu kebijakan

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas dilihat dari fokus pertama yaitu

bagaimana tahapan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota

Gorontalo yang dilihat dari aspek pendataan wilayah lokasi pemungutan, tata cara

pemungutan, sosialisasi, pengawasan dan pelaporan. Kemudia faktor yang

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di kota

Gorontalo di lihat dari sub fokus pada faktor keberhasilan. Dapat di

rekomendasikan solusi saran-saran sebagai berikut:

a) Dalam melaksanakan tugas tukang parkir harus memungut parkir sesuai
dengan aturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan
Daerah No 12 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum.

b) Dinas Perhubungan harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara
langsung terkait dengan tarif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
kota Gorontalo karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tarif
resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c) Dinas Perhubungan harus meningkatkan dalam melakukan pengawasan
langsung terhadap tukang parkir karena masih banyak terdapat ketimpangan

dilapangan.

74



Kemudian faktor yang menentukan keberhailan implementasi kebijakan retribusi
parkir di Kota Gorontalo di lihat dari sub fokus pada faktor keberhasilan. Dapat di

rekomendasikan saran-saran sebagai seberikut.

a)  Dinas Perhubungan harus memiliki sasaran yang tepat dalam
mensosialisasikan kebijakan retribusi parkir.
b)  Dinas Perhubungan harus memberikan sikap yang baik terhadap masyarakat

karena mereka merupakan implementor kebijakan.
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